WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR  r,3  TAHUN 2021
TENTANG

LAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBQG)

Menimbang

Mengingat

MELALUI APLIKASI SIMBG TANPA RETRIBUSI

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung;

bahwa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PGB)
dipungut apabila telah diatur dalam Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa layanan yang diberikan sebelum ditetapkannya
Peraturan Daerah mengenai Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) tidak disertai pemungutan
retribusi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang
Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung
(PBG) melalui Aplikasi SIMBG Tanpa Retribusi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Sususan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);

Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 011/
5976/ SJ Tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan
Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan
Berusaha, Penyelenggaraan Layanan . Persetujuan
Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

MEMUTUSKAN:

Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Melalui Aplikasi SIMBG Tanpa Retribusi.

Retribusi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah

Perhitungan Retribusi untuk Penerbitan Persetujuan



KETIGA

KEEMPAT

Bangunan Gedung (PBG) melalui SIMBG tidak disertai
pungutan retribusi sampai ditetapkannya Peraturan Daerah

mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka
Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berubah
menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui
aplikasi SIMBG termasuk IMB yang dikeluarkan oleh Pihak

Kecamatan di Wilayah Kota Banjarmasin.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin,

pada tanggal 1 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN
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IBNU SINA



